NOMOR 2

SALINAN

KOTA DEPOK

BERITA DAERAH KOTA DEPOK

TAHUN 2026

WALI KOTA DEPOK
PROVINSI JAWA BARAT

PERATURAN WALI KOTA DEPOK
NOMOR 2 TAHUN 2026
TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALI KOTA NOMOR 57 TAHUN 2025
TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI,
SERTA TATA KERJA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, RISET,

Menimbang

DAN INOVASI DAERAH
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA DEPOK,

a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 4
Peraturan Daerah Kota Depok Nomor 10
Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan
Perangkat Daerah Kota Depok sebagaimana telah
beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan
Daerah Kota Depok Nomor 6 Tahun 2025 tentang
Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Nomor 10
Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan
Perangkat Daerah Kota Depok, telah ditetapkan
Peraturan Wali Kota Depok Nomor 57 Tahun 2025
tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas
dan Fungsi, Serta Tata Kerja Badan Perencanaan
Pembangunan, Riset, dan Inovasi Daerah;

b. bahwa dalam upaya mengoptimalkan pelaksanaan
tugas dan fungsi serta tata kerja Badan
Perencanaan Pembangunan, Riset, dan Inovasi
Daerah, Peraturan Wali Kota sebagaimana
dimaksud dalam huruf a perlu dilakukan
perubahan dan penyesuaian;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu
menetapkan  Peraturan Wali Kota  tentang
Perubahan atas Peraturan Wali Kota Nomor 57
Tahun 2025 tentang Kedudukan, Susunan
Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja
Badan Perencanaan Pembangunan, Riset, dan
Inovasi Daerah;


JDIH
Line


Mengingat

Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1999 tentang
Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Depok
dan Kotamadya Daerah Tingkat II Cilegon
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999
Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 3828);

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587)
sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir
dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026
tentang Penyesuaian Pidana (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2026 Nomor 1,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 7153);

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang
Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6222);
Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016
tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan
Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019
tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah
Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019
Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 6402);

Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara
dan Reformasi Birokrasi Nomor 7 Tahun 2022
tentang Sistem Kerja pada Instansi Pemerintah
untuk Penyederhanaan Birokrasi (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 181);
Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara
dan Reformasi Birokrasi Nomor 1 Tahun 2023
tentang Jabatan Fungsional (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54);
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7
Tahun 2023 tentang Pedoman, Pembentukan, dan
Nomenklatur Badan Riset dan Inovasi Daerah
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023
Nomor 435);



Menetapkan

8. Peraturan Daerah Kota Depok Nomor 10
Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan
Perangkat Daerah Kota Depok (Lembaran Daerah
Kota Depok Tahun 2016 Nomor 10) sebagaimana
telah beberapa kali diubah terakhir dengan
Peraturan Daerah Kota Depok Nomor 6
Tahun 2025 tentang Perubahan Kedua atas
Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2016 tentang
Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota
Depok (Lembaran Daerah Kota Depok Tahun 2025
Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kota Depok
Nomor 51);

9. Peraturan Wali Kota Depok Nomor 57 Tahun 2025
tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas
dan Fungsi, Serta Tata Kerja Badan Perencanaan
Pembangunan, Riset, dan Inovasi Daerah (Berita
Daerah Kota Depok Tahun 2025 Nomor 57);

MEMUTUSKAN:

PERATURAN WALI KOTA TENTANG PERUBAHAN ATAS
PERATURAN WALI KOTA NOMOR 57 TAHUN 2025
TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI,
TUGAS DAN FUNGSI, SERTA TATA KERJA BADAN
PERENCANAAN PEMBANGUNAN, RISET, DAN INOVASI
DAERAH.

Pasal 1
Ketentuan dalam Pasal 21 Peraturan Wali Kota Depok
Nomor 57 Tahun 2025 tentang Kedudukan, Susunan
Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Badan
Perencanaan Pembangunan, Riset, dan Inovasi Daerah
(Berita Daerah Kota Depok Tahun 2025 Nomor 57),
diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 21

(1) Pada saat mulai berlakunya Peraturan Wali Kota
ini, pejabat yang ada tetap menduduki jabatannya
dan melaksanakan tugasnya sampai dengan
ditetapkannya pejabat berdasarkan Peraturan Wali
Kota ini.

(2) Hal-hal yang menyangkut pembiayaan, personil,
perlengkapan, dan dokumentasi untuk bidang pada
Badan yang mengalami perubahan diselesaikan
paling lambat 31 Januari 2026.

(3) Dokumen perencanaan dan keuangan serta proses
pengadaan barang dan/atau jasa yang telah
ditandatangani menggunakan nama Perangkat
Daerah lama/pejabat lama dinyatakan tetap sah
sampai dengan dilakukannya penyesuaian pada
perubahan anggaran pendapatan dan belanja
daerah Badan.



Pasal 11
Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal

diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan
pengundangan Peraturan Wali Kota ini dengan
penempatannya dalam Berita Daerah Kota Depok.

Ditetapkan di Depok

Pada tanggal 19 Januari 2026

WALI KOTA DEPOK,

ttd.
SUPIAN SURI
Diundangkan di Depok
pada tanggal 19 Januari 2026
SEKRETARIS DAERAH KOTA DEPOK,
ttd.

MANGNGULUANG MANSUR

BERITA DAERAH KOTA DEPOK TAHUN 2026 NOMOR 2




